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A, Pasal L} ajat (1), antara No. "XIII. Urusan Kesehatan" dan No."XV,
Urusan Perusahaan" ditawmbah engant "XIV. Urusan lalu lintas dan
angkutan bermotor"

Bs. 1. Lampiran A Undang-undang tersebut diatas antara No. "XIII. Uru-
X san Kesehatan" dst. dan Nos "XIV. Urusan Perusahaan" dst. di-
tambah dengan:
"XIV. URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:

1. inspeksdiiBatw' 1inpass

. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);

« bengiel? Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
» Persedlaan alat-alat (magazijn);

. penjelengngaﬂn anglkutan untul dinas;

. penjelenggaraan angkuban untuk umum¥,

(op g 1 aen TR MG

2, "XIV. Urusan' Perusahaan" dst. (lama) mendjadi "XV. Urusan Peru-
sehaan" dst. ..

II. UNDANG-UNDANG NCO. 11 TAHUN 1950 TENTANG. PEMBENTUKAN

PROPIISI DJAWA BARAT,

A, Didalam conside

A rans kﬁllmab kedua perkataan "dan" antara perkataan-
perkataan ”pasal 20 ajat (1)" dan "pasal IV Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar" dig 1nt1 dengan "," (tanda koma).

B. 1, Pasal [ ajat (1) Wo."XIV,Urusan Perusahaan" dlbantl dengan No.
"XIV.Urusan lalu lintas dan angkutan bermotor"
2¢ "XIV.Urusan Perusahaan" (lama) mendjadi "XV.Urusan Perusshaan"

C. 1. Lampiran A Undang-undang tersebut diatas No."XIV.Urusan Perusa-
haan' dst, diganti dengan:
"XIVs URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:

1, inspeksi lalu lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
%, bengkel?2 Pemerintan jang diserahkan kepada Propinsi;
ﬁ. persediaan alat-alat (magazijn);
penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum"

(o] i

2. "XIV. Urusan Perusahaan" dst. (lams) mendjadi:
"XV. Urusan Perusahaan" dst..

IIT. UNDANG-UNDANG NO. 1l TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-
DARRAY KADUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINGSI DJAWA-BARAT.

Pasal 3, ajat (1) No,"s 5.Banten terdiri dari 32 orang" diganti dengan

No,"5, Serang terdiri dari 32 orang'.

Jogjakarta, 2l AGUSTUS 1950.
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I. UNDANG-UNDANG, NOs 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN
PROFPTHSTI DJAWA TEN %H.

Pasal L =ajat (1), qntara No, "XIII. Urusan Kesehatan" dan No."XV.
Urusan Perusahaan" ditambah dengans "XIV. Urusan lalu lintas dan
angkutan bermotor"

1. Lampiran A Undang-undang tersebut diatas antara No, "XIII. Uru-
san Kesehatan" dst, dan No. "XIV. UrGisan Perusahaan" dst. di-
tambah dengan:

"XIV., URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputdi:

1. inspeksi lalu lintas;

2. pemeriksaan kendaraan (keuring suienst)
%e bengkell Pemerintah jang diserahkan kepada FPropinsi;
persediaan alat-alat (magazijn);

« pPenjelenggaraan angkutan untuk dinas;

6, penjelenggaraan angkubtan untuk umum¥,

N

2, "XIV, Urusan' Perusshaan" dst. (lama) mendjadi "XV. Urusan Peru-
gahaan™ S%h. 4.« : ;

1I. UNDANG-UNDANG WO. 11 TAHUN 1950 TENTANG.PEMBENTUKAN

FROPINSI DJAWA BARAT,

'Dldilum congiderans kalimat kedna pﬂrkihaan "dan" antera perkataan-
perkataan “"pasal 20 ajat (1)" dan "pasal IV Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasap® digantl dengan "," (anda koma ).

1. Pasal I ajat (1) No."XIV,Urusan Perusahaan" dlgantl dengan No.
"XIV.Urusan lalu lintas dan angkutan bermotor"
2¢ "XIV.Urusan Perusahaan" (lama) mendjadi "XV.Urusan Perusahaan"

1. Lamplran A Undang-undang tersebut ‘diatas No."XIV.Urusan Perusa-
haan'" dst. diganti dengan:
"XIV, URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR, meliputi:
1. inspeksi lalu lintas;
« pemeriksasn kendaraan (keuringsdienst);
E. bengkel?2 Pemerintan jang diserahkan kepada Propinsi)
2
o

Pa

pergediaan alat-alat (magazijn);
penjelenggaraan angkutan untuk dinas; >
penjelenggaraan angkutan untuk umum'

2. "XIV, UYrusan Perusshaan" dst. (lams) mendjadi:
"XV. Urusan Perusahaan" dst..

III. UNDANG~UNDANG NO. 1l TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-
DAERAE KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA-BARAT.

sal 3, ajat (1) No.™ 5.Banten terdiri dari 32 orang" diganti dengan
"5. Berang terdirl dari 32 orang'.

Jogjakarta, 2l AGUSTUS 1950.
Aoy MENTERI DALAM NEGERI Rel.
" Kepala DBagian Perantjang Undang2 Peme-
£ pinteahan Dacrah dan Tata Hukum
untuk beliau,
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Kepada Jth.

, 5 Bdr-2 para fg:igfﬁr g di Djawa/Madura
' == EXPRESSE == S " . Sumatera dan
f‘ Bupatl o Kalimantan:
{ SANGAT SI G:Rﬁ) S Al " Wali-Kota ) 3
5. Sdr, Kepala Daerah Istlmewa Jog jakarta.
Tembusdaa untuk ¢, Senua Kementerian
' di Jog jakarta dan
Djakarta, -
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Nomor surat jang dikirim anjak- T
berturut P berikut tanggal dan nomornja. nja Y TR SNCEN
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L. Peraturan Pemerintah Untuk diketahui
engzanti U,U, No,3/Tahun 1950 dan seperlunja.
Etantang rembentukan Propinsl
Sumatera Selatan) dengan
Lumplran A, R R R E R &
2. Idem e s e sNEI ,Fﬂ.ﬂtl WS HQ IJO.
/Tahun 19 5 oRE
tentang Lembantukan Prow1nsu
Sumatera Tengah) dengan Lampsdh« 1
3 lden. . .. pengecantl U,U. No,
5/Tahun 19%5
! (tentang Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara) dengan
La-mpiranA..........-.-o--....-1
3
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